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ABSTRAK 

Ilma, Nurul. (1217105). 2021. “Analisis Perlindungan Konsumen terhadap 

Penggunaan Kartu E-Money TapCash Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”. 

Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. H. 

Mohammad Fateh, M.Ag. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 

tentang Uang Elektronik dalam ketentuan khusus poin dua (2) menyatakan bahwa 

dalam hal kartu yang digunakan sebagai media elektronik hilang, maka jumlah 

nominal uang yang terdapat pada penerbit tidak boleh hilang. namun pada 

kegiatan yang berkaitan dengan transaksi penggunaan kartu e-money jika kartu 

tersebut hilang, maka pihak penerbit tidak bertanggung jawab sebab tidak adanya 

lembaga penjamin simpanan dan tidak terdapatnya identitas pemegang kartu pada 

penerbit. Maka penggunaan kartu uang elektronik (electronic money) diperlukan 

adanya perlindungan hukum bagi konsumen agar konsumen merasa terjamin dan 

adanya kepastian hukum terutama perlindungan konsumen ditinjau dari Hukum 

Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraiain tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sistem penggunaan kartu e-money tapcash di Bank Syariah Mandiri 

dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan 

hukum pengguna kartu e-money tapcash di Bank Syariah Mandiri. 

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) dengan objek 

penelitian sistem penggunaan kartu e-money tapcash Bank Syariah Mandiri. 

Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa wawancara dengan pihak staff 

Bank Syariah Mandiri dan pengguna kartu e-money tapcash Bank Syariah 

Mandiri, sumber data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi berupa data 

profil Bank Syariah Mandiri Pemalang, jurnal ilmiah, buku dan website yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Analisis datanya menggunakan metode 

analisa analisis interaktif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem penggunaan kartu e-money 

tacash di Bank Syariah Mandiri ada tiga (3) mekanisme diantaranya adalah 

mekanisme pembuatan dan penerbitan kartu; mekanisme pengisian ulang (top-

up); serta mekanisme pembayaran yang menghubungkan pihak-pihak terkait. 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem penggunaan kartu e-money 

tapcash di Bank Syariah Mandiri belum sesuai dengan prinsip syariah sebab tidak 

adanya akad yang dilakukan dalam transaksi pembelian kartu, dan tidak 

terdapatnya perlindungan hukum bagi konsumen apabila kartu tersebut hilang, 

sebab permasalahan kehilangan kartu tersebut tidak dapat diproses dan saldo di 

dalam kartu tersebut juga akan hilang sehingga pemegang kartu merasa dirugikan. 

 

Kata Kunci: Uang Elektronik, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama universal yang bukan hanya mengatur masalah 

antara makhluk dengan penciptanya, tetapi juga telah mengatur hubungan 

manusia dengan masyarakat serta lingkungannya. Islam mengajarkan kepada 

ummatnya tentang bersosialisasi dengan sesama makhluk hidup dan 

lingkungannya dengan baik seperti halnya dalam bermuamalah. 

Muamalah merupakan persatuan kepentingan antara sesama manusia dan 

untuk saling memenuhi kebutuhannya, saling bertindak dan saling 

beramal.
1
dalam bernuamalah, segala sesuatu diperbolehkan sampai adanya 

dalil atau aturan yang mengharamkannya. Bidang muamalah terbagi menjadi 

tiga bagian; politik, ekonomi dan sosial.
2
 

Sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup ummat dengan mengharap 

ridho Allah SWT. merupakan pengertian dari ekonomi dalam Islam. untuk 

kebaikan dunia maupun akhirat. Dalam menjalankan kegiatan perekonomian, 

ummat Islam diharuskan melakukan kegiatan ekonomi yang berdasarkan 

prinsip/aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. yaitu sesuai syariat Islam. 

Kegiatan perekonomian sekarang dalam bertransaksi pada umumnya 

menggunakan uang untuk menukarkan barang yang di dalamnya tidak dapat 

                                                           
11

 Muhammad Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga 

Keuangan Syari’ah, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 4. 
2
 Zakiyah Drajat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 8. 
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dipisahkan dalam kehidupan manusia agar saling memenuhi kebutuhan hidup 

dan saling membantu satu sama lain.  

Dampak dari perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan 

teknologi menghasilkan terciptanya berbagai inovasi dalam penggunaan uang 

yang lebih praktis. Penggunaan uang yang lebih praktis tidak menggunakan 

uang cash (tunai) dalam bertansaksi melainkan menggunakan transaksi online 

yang disebut dengan uang elektronik (electronic Money). 

Electronic money merupakan transaksi pembayaran mikro (pembayaran 

skala kecil). Dalam penggunaannya, kartu e-money ditempelkan ke alat sensor 

pedagang oleh pemegang yang disediakan oleh penerbit kartu dengan adanya 

proses pemotongan isi saldo kartu, kemudian transaksi akan berhasil. Proses 

seperti ini mempunyai dampak positif bagi konsumen yaitu mempermudah 

konsumen dengan penggunaan kartu uang elektronik (electronic Money) 

karena konsumen tidak perlu membawa uang tunai (cash). Uang elektronik 

(electronic Money) dapat dimiliki tidak hanya oleh nasabah bank peneribt, 

tetapi juga dapat dimiliki non nasabah bank penerbit dengan pengisian kartu 

menggunakan sistem top up (isi ulang).
3
 

Bank Central Asia (BCA) merupakan bank yang pertama kali melopori 

uang elektronik (e-Money) melalui produknya yang disebut dengan Flazz BCA 

dan pada tahun 2007 masyarakat sudah mengenal uang elektronik (e-Money). 

Perkembangan e-Money mendapat respon yang baik dari masyarakat yang 

                                                           
3
 Ni Nyoman Anita C, Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu e-Money sebagai 

Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial, Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 3, 2014, 

hlm. 3. 
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terbukti dengan turut sertanya bank lain meluncurkan produk e-Money seperti 

BNI, BRI, Bank Mega, dan juga Bank DKI.
4
 

Pada hakikatnya electronic Money merupakan uang yang tersimpan di 

server media atau dalam bentuk token dari hasil penyetoran uang oleh 

pemegang kartu. Regulasi uang elektronik (e-Money) diatur didalam Peraturan 

Bank Indonesia (PBI) nomor 11/12/PBI/2009 tentang “Uang Elektronik” jo. 

PBI Nomor 16/8/PBI/2014 jo. PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang perubahan 

atas PBI nomor 11/12/PBI/2009. Kemudian dilengkapi dengan ketentuan yang 

mengatur tentang biaya top up (isi ulang) uang elektronik (electronic Money) 

yaitu diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang 

“Gerbang Pembayaran Nasional”.
5
 

Penggunaan kartu e-Money di masyarakat kebanyakan belum terdaftar di 

data penerbit, jadi kartu yang digunakan belum terdapatnya data identitas 

pengguna dan pengaman, sehingga sangat rawan kehilangan kartu apabila tidak 

disimpan dengan hati-hati. Selain itu, kartu yang diterbitkan belum terdapatnya 

Personal Identification Number (PIN) dan tidak ada lembaga penjamin 

simpanan. 

Uang elektronik (electronic Money) yang diterbitkan oleh Bank Syariah 

Mandiri mempunyai mekansime transaksi penggunaannya sebagai berikut : 

                                                           
4
 Adi Firman Ramadhn, Andrian Budi Prasetiyo, dan Lala Irviyana, Persepsi Mahasiswa 

dalam Menggunakan e-Money,  Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 13 No. 2 Oktober 

2016, hlm. 132. 
5
 Widadatul Ulya, Tinjuan Hukum Perjanjian Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku pada Uang Elektronik (Studi pada 

E-Money Bank x), Jurnal Az-Zarqa’ Volume 10 No. 2 Desember 2018,  hlm. 254-255. 
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1. Konsumen yang menjadi nasabah maupun bukan nasabah Bank Syariah 

Mandiri membeli kartu Uang Elektronik pada penerbit kartu (Bank Syariah 

Mandiri). 

2. Untuk mendapatkan kartu, konsumen hanya membayar dengan jumlah 

nominal Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan juga tidak ada saldo 

pada kartu tersebut. Nasabah atau konsumen dapat mengisi saldo dengan 

ketentuan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kartu e-money 

tidak perlu adanya tanda tangan dan Personal Identification Number (PIN). 

3. Nasabah atau konsumen dalam mengisi saldo akan dikenai biaya admin 

sebesar Rp. 2000,- (jika pengisian dilakukan di ATM Mandiri) dan Rp. 

6.500 (jika dilakukan di cabang mandiri atau di toko ritel).
6
 

Ketentuan dalam penggunaan e-Money diatur didalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 

tentang “Uang Elektronik syariah”, menyatakan bahwa : uang elektronik 

syariah merupakan suatu uang elektronik yang berdasarkan ketentuan syariah. 

Berprinsip syariah meliputi berbagai kegiatan para pihak dalam penggunaan e-

Money mulai dari syarat, rukun, transaksi dan lain-lain sesuai dengan kaidah 

hukum Islam dan ketentuan perundangan. Kegiatan transaksi e-Money syariah 

tidak bertentangan dengan unsur halal. 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 

penggunaan uang elektronik diperbolehkan dengan persyaratan sebagai 

berikut: 

                                                           
6
 https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking-en/product-services/bsm-emoney 

diakses tanggal 08 November 2020 Pukul 19:35 WIB. 

https://www.mandirisyariah.co.id/consumer-banking-en/product-services/bsm-emoney
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1. Electeronic money sebagai alat transaksi pembayaran harus memenuhi 

berbagai unsur yaitu : 

a. Uang elektronik dikelurakan berdasarkan jumlah nominal uang yang 

disimpan dahulu oleh pemegang kartu kepada penerbit; 

b. Uang yang disetor harus tersimpan di media yang tergeistrasi; 

c. Jumlah nominal yang ada pada electronic money yang dikelola penerbit 

bukan merupakan simpanan yang dimaksud dalam Undang-Undang 

tentang Perbankan; dan 

d. Uang elektronik digunakan untuk transaksi berbayar kepada penjual 

bukan penerbit uang eletronik. 

2. Uang elektronik syariah merupakan uang elektronik menurut prinsip-prinsip 

syariah.
7
 

Ketentuan/aturan penggunaan akad didalam pembayaran dengan e-

money yaitu bahwa pemegang kartu menggunakan akad wadiah atau akad 

qard. Pengguna akad wadiah terdapat ketentuan yaitu uang yang tersimpan 

dalam kartu merupakan titipan yang dapat digunakan oleh pemegang kartu 

sewaktu-waktu. Penerbit tidak bisa menggunakan uang yang tersimpan di 

dalam kartu, kecuali atas izin dari pemegang kartu.  

Apabila pemegang kartu menggunakan akad qard maka berlaku 

ketentuan sebagaimana yang dijelaskan, jumlah nominal uang yang 

tersimpan dalam kartu e-money merupakan bentuk hutang namun pemilik 

kartu dapat menggunakannya kapanpun sesuai kehendak pemilik. Penerbit 

                                                           
7
 Muhammad Ridwan Firdaus, Electronic Money dalam Prespektif Hukum Ekonomi 

Syariah, Jurnal Tahkim Volume XIV, Nomor (1) Juni 2018, hlm. 153. 
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bisa/dapat menginvestasikan uang hutang pemegang kartu. Uang yang 

digunakan oleh penerbit, harus dikembalikan oleh penerbit kapan saja sesuai 

dengan kesepakatan. Dalam pemanfaatan uang pemegang kartu, tidak boleh 

bertentangan dengan ketentuan norma dan perturan yang berlaku, untuk 

menjaga kemaslahatan dalam akad qard.  

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 

116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik syariah” 

memperbolehkan bertansaksi dengan kartu uang elektronik (Electronic 

Money) namun bagi penerbit uang elektronik (Lembaga keuangan bank 

syariah maupun lembaga keuangan nonbank syariah) harus 

bertanggungjawab jika terjadinya hal-hal yang dapat merugikan konsumen 

sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.
8
  

Penggunaan uang elektronik memiliki banyak manfaat akan tetapi 

tidak terlepas dari resiko terutama bagi pemegang/pemilik kartu uang 

elektronik (e-Money), maka penggunaan kartu uang elektronik (electronic 

money) diperlukan adanya perlindungan bagi konsumen agar konsumen 

merasa terjamin dan adanya kepastian hukum terutama perlindungan 

konsumen yang ditinjau dari Hukum Islam/Syariah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Perlindungan Konsumen terhadap 

Penggunaan Kartu e-Money TapCash Prespektif Hukum Ekonomi 

                                                           
8
 Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, 

Diakses Pada tanggal 08 Oktober 2020. 
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Syariah”. Penelitian ini sangat penting bagi konsumen untuk mendapatkan 

perlindungan hukum yang jelas atas transaksi pembayaran non tunai. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sistem Penggunaan Kartu uang elektronik (e-Money) Tap Cash 

di Bank Syariah Mandiri? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah  terhadap Perlindungan 

Konsumen Pengguna Kartu electronic Money TapCash di Bank Syariah 

Mandiri? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem penggunaan kartu e-

Money TapCash pada Bank Syariah Mandiri 

2. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 

konsumen pengguna kartu electronic Money TapCash di Bank Syariah 

Mandiri 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dengan diketahuinya sistem penggunaan kartu e-money TapCash maka 

dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana sistem penggunaan kartu 

electronic Money TapCash di Bank Syariah Mandiri 

2. Dengan diketahuinya perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna 

kartu e-Money TapCash maka berguna atau bermanfaat untuk/bagi 

konsumen pengguna kartu e-Money TapCash 

 

E. Kajian Pustaka 
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Pertama, skrispi R. Mhd. Arby Taufik Bagia, 2018, UIN Sumatera Utara 

Medan, dengan judul “Mekanisme dan Penerapan dalam Produk Kartu 

Plastik Tunai Elektronik TapCash IB Hasanah pada PT. Bank BNI 

Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah ada 4 (empat) mekanisme 

penggunaan kartu TapCash iB Hasanah yaitu pertama, kartu hanya dapat 

diterbitkan oleh BNI Syariah dan Konvensional melalui co-brandng system; 

kedua, pengisian saldo kartu tersebut dapat dilakukan melalui : ATM atau 

merchant yang sudah bekerjasama dengan Bank BNI Syariah dan 

Konvensional dan juga bisa di isi melalui aplikasi Mobile Banking Bank BNI; 

ketiga, keuntungan yang didapatkan hanya berasal dari penjualan kartu tanpa 

dari keuntungan yang lainnya; keempat, mekanisme transaksi produk tersebut 

yang terkait pihak-pihak yang terkait kerja sama dengan Bank BNI Syariah. 

Dalam penggunaan kartu TapCash iB Hasanah terdapat unsur ketidakjelasan 

pemantauan tentang aktivitas transaksi halal dan haram bagi penggunaannya 

yang tidak seperti produk kartu pembayaran lainnya.
9
 

Perbedaan  Persamaan  

1. Objek Penelitiannya adalah 

kartu tapcash iB Hasanah 

sedangkan pada penelitian 

kali ini adalah kartu e-money 

tapcash Bank Syariah 

Mandiri. 

2. Pada penelitiannya mengkaji 

1. Sama-sama berjenis 

penelitian kualitatif. 

2. Sama-sama mengkaji 

tentang mekanisme 

penggunaan kartu tapcash. 

                                                           
9
 R. Mhd. Arby Taufikk Bagia, Mekanisme dan Penerapan dalam Produk Kartu Plastik 

Tunai Elektronik Tap Cash iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah, (UIN Sumatera Utara 

Medan, 2018). 
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tentang penerapan produk 

kartu plastik tunai elektronik 

tapcash iB Hasanah, 

sedangkan pada penelitian 

kali ini menganalisis tentang 

perlindungan konsumen 

penggunaan kartu e-money 

tapcash Bank Syariah 

Mandiri. 

 

Kedua, skripsi Nur Karimah Safitri, 2020, UIN Sunan Ampel, dengan 

judul “Analisis Maslahah Mursalah pada Penggunaan E-Money  oleh 

Mahasiswa Ekonomi Syariah”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa adanya 

penghematan mahasiswa dalam pengeluaran dengan adanya promo atau 

cashback yang didapatkan dari e-money. E-money yang masuk dalam kategori 

memberikan maslajaj al-kliassah antara lain OVO Cash, LinkAja dan Shopee 

Pay. Sedangkan untuk maslahah al-ammah berupa melakukan donasi lewat e-

money yang masuk dalam kategori memberikan maslahah al-ammah adalah 

Dana.
10

 

Perbedaan  Persamaan  

1. Penelitiannya menganalisis 

tentang maslahah mursalah 

enggunaan e-money sedangkan 

pada penelitian kali ini 

menganalisis perlindungan 

Menganalisis tentang e-money 

                                                           
10

 Nur Karimah Safitri, Analisis Maslahah Mursalah pada Penggunaan Uang Elektronik 

(E-Money)  oleh Mahasiswa Ekonomi Syariah, (UIN Sunan Ampel, 2020). 
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konsumen terhadap penggunaan 

e-money tapcash bank syariah 

mandiri. 

2. Objek penelitiannya adalah e-

money berupa OVO Cash, 

LinkAja dan Shopee Pay, dan 

Dana. Sedangkan pada penelitian 

ini objek penelitiannya adalah 

kartu e-money tapcash Bank 

Syariah Mandiri. 

 

Ketiga, skripsi Elif Pardiansyah, 2015, UIN Sunan Gunung Djati, yang 

berjudul “Produk BSM e-Money dalam Tinjauan Hukum Ekonomi 

Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung”. Hasil dari 

penelitian ini adalah berdasarkan kajian fiqih Muamalah, terdapat tiga macam 

akad yang ada pada produk BSM e-Money diantaranya yaitu akad utama yang 

digunakan adalah akad sharf, dan akad pelengkap yaitu akad ijarah dan akad 

wakalah.
11

 

Perbedaan Persamaan 

Pada penelitiannya mengkaji tentang 

akad produk e-money Bank Syariah 

Mandiri. Sedangkan pada penelitian 

kali ini menganalisis perlindungan 

konsumen penggunaan kartu e-money 

tapcash Bank Syariah Mandiri. 

Objek penelitiannya sama yaitu e-

money Bank Syariah Mandiri. 

 

                                                           
11

 Elif Pardiansyah, Produk BSM E-Money (Uang Elektronik) dalam Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung, (UIN Sunan Gunung Djati, 

2015). 
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Keempat, skripsi dari Aris Rusdiyanto, 2017, Unniversitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, judul penelitian “Tinjauan Prinsip Syariah 

terhadap Produk e-Money Bank Syariah Mandiri”. Hasil dari penelitiannya 

adalah produk kartu electronic money Bank Syariah Mandiri unregistered yaitu 

tidak terdaftarnya identitas pemegang kartu pada penerbit kartu (berdasarkan 

data identitas pemegangnya). Dari tinjauan prinsip/aturan syariah, produk uang 

elektronik (electronic money) mempunyai ketidakjelasan (gharar) dalam 

kontrak yang berdasarkan prisnip akad syariah yaitu produk tidak memiliki 

nomenklatur akad dalam operasional produknya.
12

 

Perbedaan  Persamaan 

Penelitiannya meninjau tentang produk 

e-money Bank Syariah Mandiri 

sedangkan pada penelitian kali ini 

menganalisis bagaiamana perlindungan 

terhadap penggunaan kartu e-money 

tapcash Bank Syariah Mandiri. 

Sama-sama melakukan penelitian 

terhadap kartu e-money Bank Syariah 

Mandiri. 

 

Kelima, skripsi Rizki Lucia Tiyani, 2018, UIN Raden Intan Lampung, 

dengan judul “Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran 

Elektronik Prespektif Hukum Islam”. Hasilnya adalah penelitian ini sudah 

sejalan dengan hukum Islam, penggunaan TapCash di dalam sistem 

pembayaran elektronik diperbolehkan dengan ketentuan harus sesuai dengan 

peraturan yang diatur didalam Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-

MUI/IX/2017 Tentang “Uang Elektronik Syariah”. Penggunaan kartu tapCash 

merupakan suatu cara yang digunakan guna menarik minat pelanggan yaitu 

                                                           
12

 Aris R, Tinjauan Prinsip Syariah terhadap Produk Uang Elektronik (e-Money) Bank 

Syariah Mandiri, (UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 
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khususnya pelanggan telkomsel untuk menggunakan TapCash sebagai metode 

pembayaran media elektronik.
13

 

Perbedaan  Persamaan 

Penelitiannya mengkaji tentang 

penggunaan Tapcash secara 

keseluruhan. Sedangkan dalam 

penelitian kali ini hanya mengkaji 

tentang perlindungan konsumen dan 

penggunaan kartu e-money tapcash 

bank syariah mandiri. 

Sama-sama mengkaji tentang uang 

elektronik (e-money) dengan 

berpedoman pada Fatwa DSN-MUI 

Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang 

Uang Elektronik Syariah. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Perlindungan Hukum 

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan yang 

bertujuan melindungi individu melalui harmonisasi hubungan nilai maupun 

prinsip yang terkandung dalam sikap serta aktivitas dalam menciptakan 

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat antar sesama. Philipus M. 

Hadjon mendefiniskan perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap 

harkat, dan martabat serta pengakukan hak asasi manusia yang diberikan 

kepada subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenang-

wenangan.
14

 

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu perlindungan dengan 

mencangkup harkat dan martabat atas hak-hak asasi manusia yang diberikan 

                                                           
13

 Rizki Lucita Tiyani, Penggunaan T-Cash dalam Transaksi Pembayaran Elektronik 

Prespektif Hukum Islam, (UIN Raden Intan Lampung, 2018) 
14

 https://www.paraahli.net/2020/09/perlindungan-hukum.html?m=1 Diaskes Tanggal 10 

Oktober 2020, Pukul 09:06 WIB. 

https://www.paraahli.net/2020/09/perlindungan-hukum.html?m=1
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kepada subjek hukum sesuai peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadi 

perlakuan yang tidak adil sehingga berfungsi hukum sebagai perlindungan 

terhadap kepentingan masyarakat. 

Perlindungan hukum adalah suatu proses dalam memberikan payung 

hukum, umumnya melibatkan tiga faktor yang saling berkaitan, diantaranya 

adalah pertama, Perundang-undangan; kedua, badan penegak hukum, dan 

ketiga, kesadaran akan hukum itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan, bahwa 

perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan dengan menggunakan 

perantara hukum. 

Hukum memberikan suatu perlindungan kepada konsumen selaku 

pengguna barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara lain 

membuat dan menegakkan peraturan yang telah dibuat sebagai suatu bentuk 

perlindungan konsumen, yang termasuk didalamnya yaitu hak-ha dan 

kewajiban konsumen yang perlu untuk dilindungi. Adanya hak hukum 

merupakan suatu jaminan sebgaiamana yang tercantum dalam peraturan. 

Bahwa subjek hukum sebagai kewajiban yang perlu dilindungi oleh hukum 

yang berlaku. Dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat tersebut harus 

dijalankan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk di 

dalamnya sanksi-sanksi dalam peraturan hukum.
15
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 Ahmad Miru, Sudarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), hlm. 4. 



14 
 

 
 

2. Uang Elektronik (electronic money) 

a. Definisi Uang Elektronik (electronic money) 

Bank for International Setlement (BIS) mendefiniskan electronic 

money sebagai sebuah produk yang menyimpan nilai (stored-value), 

dan/atau prabayar (prepaid), dimana uang yang tersimpan itu sebagai 

milik pribadi seseorang yang tersimpan dalam suatu media elektronik.
16

 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 20/6/PBI/2018 tentang “Uang 

Elektronik” mendefinisikan uang elektronik merupakan transaksi 

pembayaran dengan tiga kriteria, yaitu bahwa penerbitan e-money dengan 

tujuan uang harus disetorkan kepada pihak penerbit, uang yang telah 

disetor akan tersimpan dalam chip bukan sebagai simpanan, sesuai yang 

telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan.
17

 Elektronic Money 

sebagai uang yang tersimpan secara elektronik yang dilakukan dengan 

cara pendebitan ke rekening nasabah, sehingga nasabah dapat 

menggunakan alat elektronik dalam bertransaksi. 

Electronic Money berbeda dengan kartu alat pembayaran lain 

seperti kartu kredit, ATM, atau kartu debet. Dalam sisi keamanan, pada 

pemegang kartu uang elektronik (electronic money) berbeda dengan Alat 

Pembsyaran Kartu (APMK). Dalam Kartu uang elektronik (e-money) 

tidak terdapat Personal Identification Number (PIN).
18

 

                                                           
16

 Laili Ramadhani, Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (e-Money) 

terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, Jurnal JESP-Volume 8 Nomor 1, Maret 2016. 
17

 Peraturan Bank Indonesia  No.  20/6/PBI/2018 tentang “Uang Elektronik”. 
18

 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DAS/2011 tentang Implementasi Teknologi 

Chip dan Pengguna Personal Identification Number (PIN) dalam 

https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_132211.aspx  

https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/se_132211.aspx
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Pelaksanaan e-money yang telah berkembang begitu pesat dari 

tahun ke tahun menyebabkan terdapat peraturan yang mengatur e-money. 

Adapun peraturan tersebut tidak hanya dalam hukum konvensional saja, 

melainkan hukum Islam telah mengaturnya juga. Pelaksanaan 

pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan 

e-money diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-

MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik Syariah”. Pelaksanaan 

penerbitan electronic money syariah merupakan jenis penbayaran dengan 

non tunai berdasarkan kaidah-kaidah Islam.
 19

 

b. Macam-macam Uang Elektronik (e-money) 

Menurut media penyimpanannya uang elektronik (e-money) dapat 

dibagi menjadi dua jenis kartu diantaranya registred dan unregistred. e-

money registred merupakan identitas pemegang kartu terdaftar dan 

tercatat didalamnya, adapun media elektronik yang pengelolaannya pada 

pemegang kartu berada pada personal computer pemegang kartu yang 

berupa “chip” dan dapat disimpan dalam kartu, stiker, maupun hardisk. 

Sedangkan e-money unregistred tidak terdapatnya identitas yang terdapat 

dalam kartu tersebut, kemudian penerbit memberikan hak ases untuk 

pemegang kartu untuk penggunaan kartu uang elektronik tersebut.
20
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 Firmasnyah, M. Ihsan Dacholfany, Uang Elektronik dalam Prespektif Islam, 

(Lampung: Cv. Iqro, 2018), hlm. 84-85. 
20

 Choiril Anam, E-Money (Uang Elektronik) dalam Prespektif Hukum Islam, Jurnal 

Qawanin Vol. 2 Nomor 1 Januari 2018, hlm. 100. 
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3. Perilaku Konsumen terhadap Penggunaan Uang Elektronik (e-Money) 

Prilaku konsumen didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dapat 

dilakukan/dilaksanakan oleh konsumen untuk langsung terlibat dalam 

mendapatkan barang/jasa, mengkonsumsi barang/jasa, dan menghasibkan 

barang maupun jasa. dalam hal ini, kegiatan kosumen langsung terlibat 

dalam jasa termasuk proses pengambilan keputusan di dalamnya. 

Kepuasan konsumen dapat diartikan tingkat perasaan konsumen 

dibandingkan dengan ekspektasinya. Apabila konsumen puas atas nilai yang 

diberikan oleh produk maupun jasa, sangat memungkinkan konsumen 

tersebut dapat berlangganan dalam waktu yang cukup lama. Kepuasan 

terhadap pelanggan terbagi menjadi dua (2) macam antara lain yang 

pertama, kepuasan bersifat fungsional yang berarti bahwa kepuasan tersebut 

berasal dari suatu produk yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua yaitu 

kepuasan fisiologis yang berarti bahwa kepuasan tersebut diperoleh dari 

atribut produk yang tidak berwujud.
21

 

Penggunaan kartu uang elektronik (e-money) memberikan kemudahan 

bagi konsumen dalam transaksi pembayaran tidak tunai (non cash). Dari 

presepsi manfaat, electronic money tidak berdampak positif terhadap 

penggunaannya, sedangkan dari presepsi kemudahan, resiko dan fitur 

layanan yang dirsakan berdampak secara baik terhadap penggunaan 

electronic money.  
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 Umar Husein, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2011), hlm. 219. 
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Jika tingkat prespsi manfaat maupun kemudahan, resiko dan fitur 

layanan tinggi membuat semakin tingginya minat masyarakat dalam 

menggunakan e-money sehingga masyarakat merasa aman dan mudah 

dalam penggunaan e-money.
22

 

Manfaat yang dapat dirasakan bagi masyarakat dalam penggunaan 

uang elektronik (e-Money) adalah masyarakat merasa mudah dan cepat 

dalam bertransaksi untuk melakukan pembayaran non tunai; sistem 

pembayarannya lebih efisien dan sangat cocok untuk transaksi bernilai 

rendah tetapi mempunyai frekuensi yang tinggi.
23

 

4. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen pengguna Uang Elektronik 

(Electronic Money) 

Hak konsumen sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan 

Konsumen” (selanjutnya disebut UUPK). Pada Pasal satu (1) angka 2 

UUPK menyebutkan bahwa setiap manusia yang memakai/mengkonsumsi 

barang maupun jasa yang ada dan disediakan oleh masyarakat untuk 

kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat ataupun makhluk 

yang hidup lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan disebut dengan 

konsumen. Ketentuan pasal ini menunjukan bahwa pemilik uang elektronik 

                                                           
22

 Dwi Marshelina, Raisa Pratiwi, Pengaruh Presepsi Manfaat, Presepsi Kemudahan, 

Presepsi Risiko dan Fitur Layanan terhadap minat Pengguna e-Money (Studi Kasus pada 

Pengguna e-money Kota Palembang), Jurusan Akuntansi STIE data Palembang, hlm. 15-16. 
23

 Tri Suci Gandawati,  Jurnal Analisis Proses Adopsi Electronic Payment System dengan 

menggunakan Utaut Model (Studi pada sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus, 

Unniversitas Gunadarma, 2011, hlm. 1. 
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(e-money) sebagai konsumen pada saat melakukan transaksi elektronis 

dengan penerbit. 

UUPK ini mempuyai ketentuan dalam Passal 1 (satu) ayat 1 yang 

menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala kegiatan untuk 

menjami kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum kepada  

konsumen. Menurut ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemilik atau 

pemegang uang elektronik (e-money) berhak mendapatkan perlindungan 

hukum yang telah diakui dan dijamin oleh negara. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang “Uang 

Elektronik” pada Pasal 43 ayat 2 huruf c menyatakan yaitu penerapan 

prinsip perlindungan konsumen yang mana penerbit diwajibkan untuk 

memiliki mekanisme penggantian kerugian yang diakibatkan bukan karena 

kesalahan atau kelalaian pengguna. Penggantian finansial ini hanya memuat 

penggantian kerugian kesalahan dari penerbit. Namun tidak dijelaskan 

secara rinci perihal mengenai apa saja jenis kesalahan dan kelalaian dari 

pengguna. Dan tidak dijelaskan pula dalam hal apa saja konsumen dapat 

mengklaim penggantian kerugian dari penerbit. 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI2014 tentang 

“Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran” yang mengatur 

mengenai perlindungan hukum konsumen didalam kegiatan jasa sistem 

pembayaran salah satunya kegiatan penggunaan Uang Elektronik (e-

Money). OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga mengeluarkan peraturan 

tentang “Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” Nomor 
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1/POJK.07/2013 untuk memberikan payung hukum serta perlindungan 

kepada konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan.
24

 

5. Pokok-Pokok Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik (e-Money) 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang “Uang Elektronik Syariah” 

menyatakan penggunaan electronic money sebagai transaksi pembayaran 

diperbolehkan/dapat digunakan namun harus sesuai dengan peraturan yang 

terdapat didalam fatwa tersebut. Akad “wadi’ah” dan akad “qard” 

merupakan akad yang dipergunakan dalam penggunaan uang elektronik.  

Pemegang kartu dikenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik 

yaitu berupa sebagai berikut : 

a. Dalam mendukungnya proses kelancaran pengelolaan uang elektronik, 

maka biaya fasilitas tersebut harus berupa biaya riil; 

b. Penerbit kartu harus menyampaikan pengenaan biaya layanan sesuai 

dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan 

yang telah berlaku. 

Hal berikut harus dihindari saat menggunakan dan mengelola uang 

elektronik : 

a. Dalam transaksi penggunaannya, electronic money harus menghindari 

unsur “ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf”; 

b. Uang elektronik harus menghindar dari transaksi objek yang  haram 

dan/atau maksiat. 

                                                           
24

 Ni Desak Made Eri Susanti, Ida Bagus Putra Admaja, A.A Sagung Wirayni Darmadi, 

Perlindungan Hukum bagi Pemilik e-Money yang diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non 

Tunai, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Unniversitas Udayana. Hlm. 7-8. 
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Penerbit kartu harus menempatkan jumlah keseluruhan nominal pada 

uang elektronik di bank syariah. Jumlah keseluruhan uang nominal pada 

kartu uang elektronik tidak boleh hilang jika pemegang kartu kehilangan 

kartu uang elektronik. 

Jika terjadinya perselisihan antara penerbit dan pengguna kartu namun 

tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah, maka perselisihan 

diselesaikan oleh badan penyelesaian sengketa berbasis syariah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
25

 

G. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi agar skripsi tersusun dengan benar, maka 

penulis menggunakan metode penelitian yaitu: 

1. Jenis  dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan 

Kartu E-Money TapCash ini menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kualitiatif menekankan 

analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan 

dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan senantiasa 

menggunakan logika ilmiah. 

Penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dalam penelitian Analisis 

Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Kartu E-Money TapCash 

berupaya mengungkap apakah dalam mekanisme penggunaannya kartu e-

money sudah sesuai dengan prinsip syariah serta meneliti apakah sudah 
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terteranya perlindungan hukum yang jelas bagi pengguna kartu e-money 

tapcash. Metode ini lebih menitikberatkan kepada mekanisme penggunaan 

dan perlindungan terhadap konsumen yang dilaksanakan pada Bank Syariah 

Mandiri dengan mendapatkan data dari pertanyaan apakah mekanisme 

penggunaan dan perlindungan terhadap konsumen penggunaan e-money 

tapcash sudah sesuai dengan prinsip syariah. 

Alasan menggunakan penelitian kualitiatif pendekan deskiptif karena 

penelitian Analisis Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Kartu E-

Money TapCash berusaha menjawab permasalahan mekanisme penggunaan 

dan menganalisis secara lengkap bagaimana perlindungan konsumen 

penggunaan kartu e-money tapcash  dari mulai sejarah terbentuknya e-

money, mekanisme penggunaan kartu e-money tapcash, perlindungan 

konsumen terhadap penggunaan kartu e-money tapcash hingga 

mendapatkan hasil antara harapan dan kenyataan dari adanya peraturan 

mengenai uang elektronik syariah. 

Penelitian kualitiatif pendekatan deskriptif ini diarahkan untuk 

menghasilkan data penelitian mekanimse penggunaan kartu e-money 

tapcash serta perlindungan konsumen terhadap pengguna kartu e-money 

sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan akhir dari penelitian adalah 

menyajikan gambaran secara lengkap hasil penelitian dengan 

mendeskripsikan variabel yang diteliti yaitu mekanisme dan perlindungan 

konsumen penggunaan kartu e-money tapcash Bank Syariah Mandiri dari 
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pertauran Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang 

Elektronik Syariah. 

2. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu pemilihan informan yang dilakukan secara sengaja 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan 

tujuan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Staff 

Bank Syariah Mandiri serta tiga (3) pengguna kartu e-money tapcash. 

3. Sumber Data 

a. Sumber data primer/dasar merupakan data tersebut  diperoleh secara 

langsung dari lapangan dan berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber 

data Primer dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara langsung 

kepada pihak Bank Syariah Mandiri dan pengguna kartu e-money 

tapcash, selanjutnya melakukan pencatatan dan pengolahan hasil 

wawancara yang telah dilakukan. 

b. Sumber data sekunder adalah data tersebut diperoleh oleh peneliti secara 

tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi diperoleh dari data pihsk 

lain. Sumber data sekunder untuk penelitian ini berasal dari dokumentasi 

yang non resmi. Sumber hukum primer atau sekunder yang meliputi 

ensiklopedia, surat kabar, jurnal,  website dan lainnya untuk memberikan 

petunjuk dan penjelasan dari penelitian ini.
26

 Dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, website serta 
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peraturan tertulis mengenai uang elektronik, perlindungan konsumen dan 

uang elektronik syariah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan staff Bank 

Syariah Mandiri dan Pengguna Kartu e-money tapcash Bank Syariah 

Mandiri. 

b. Observasi 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan meninjau 

dan mengamati secara langsung bagaimana penggunaan kartu e-money 

tapcash dalam masyarakat. 

c. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa jurnal 

ilmiah, website, dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini. 

5. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif merupakan satu 

bagian sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik Triangulasi 

dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh lebih konsisten 

sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan. 

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat 

kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta 

bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi 
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bukan bertujuan mencai kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman 

peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Teknik Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan pengecekan atau 

pembanding terhadap data tersebut. Lebih lanjut Moleong mengatakan, 

bahwa Teknik Triangulasi yang paling banyak digunakan adalah melalui 

sumber lain. Langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:
27

 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara  

b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah membandingkan 

hasil wawancara dengan staff  Bank Syariah Mandiri dan pengguna kartu e-

money tapcash dengan studi dokumentasi dari penelitian terdahulu serta 

dengan peraturan mengenai uang elektronik syariah, Membandingkan 

beberapa pendapat pengguna kartu e-money tapcash terkait manfaat dan 

resiko dari penggunaan kartu e-money tapcash. 
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6. Analisa Data  

Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk 

menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya 

terhadap keseluruhannya. Analisis data mencakup kegiatan dengan data, 

mengoraganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, 

mengsintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada 

orang lain (pembaca laporan penelitian). Secara parsial prosedur anaisis data 

dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari miles Huberman 

yaitu analisis interaktif dengan langkah-langkah berikut ini:  

a. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang 

compatible terhadap penelitian kemudian oservasi langsung ke lapangan 

untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber 

data yang diharapkan.
28

 Dalam penelitian ini mengumpulkan informasi 

melalui wawancara dengan pihak staff  Bank Syariah Mandiri dan 

pengguna kartu e-money tapcash kemudian melakukan observasi apakah 

informasi yang didapat dari informan sesuai dengan data yang di 

lapangan. 

b. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data 

(transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai 
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dengan masalah yang terjadi pusat penelitian lapangan. Data yang 

diperole dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau 

laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan tersebut di reduksi, 

dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting kemudian dicari tema atau polanya. 

c. Penyajian data, (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi 

dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam 

pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian 

disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Penyajian data atau data 

display dimaksudkan untuk memudahkan untuk melihat gambaran secara 

keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

d. Menarik kesimpulan/verifikasi, yaitu mencari pola penjelasan, 

konfigurasi yang mungkin, atau sebab akibat dan proposisi. Verifikasi 

dalam data penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilaksanakan sejak awal hingga proses 

pengumpulan data untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang 

sudah dikumpulkan.
 29

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh hasil penulisan sistematis, maka peneliti 

mengguraikan secara runtut beradasarkan sistematika sebagai berikut : 
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Bab I berisi pendahuluan, bab ini meliputi : latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penrlitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II berisi tentang e-money dalam perbankan syariah, bab ini meliputi : 

definisi uang elektronik (electronic money), sejarah uang elektronik (electronic 

money), dasar hukum uang elektronik (electronic money), macam-macam uang 

elektronik (electronic money), manfaat uang elektronik (electronic money), 

Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Uang Elektronik Syariah, perlindungan 

konsumen. 

Bab III berisi tentang sistem penggunaan kartu e-money tap cash Bank 

Syariah Mandiri, bab ini meliputi : profil Bank Syariah Mandiri Pemalang, 

sistem penggunaan kartu e-money tapcash Bank Syariah Mandiri. 

Bab IV berisi tentang analisis perlindungan konsumen terhadap 

pengguna kartu e-money tapcash prespektif hukum ekonomi syariah, bab ini 

meliputi : analisis sistem penggunaan kartu e-money tapcash, analisis hukum 

ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen pengguna kartu e-money 

tapcash.  

Bab V berisi Penutup, bab ini meliputi simpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing masalah yang dibahas dalam 

penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan Kartu e-money 

tapcash yang merupakan Produk kartu uang elektronik unregisterd Bank 

Syariah Mandiri dimana dalam penggunaannya tidak ada data identitas 

pemegang kartu yang terdaftar di pihak penerbit. Ada 3 mekanisme 

penggunaan kartu e-money diantaranya adalah mekanisme pembuatan dan 

penerbitan kartu yang hanya bisa dilakukan di beberapa counter Bank 

Syariah Mandiri; mekanisme pengisian ulang (top-up) yang dapat dilakukan 

di counter Bank Syariah Mandiri, di mesin EDC Bank Mandiri dan melalui 

ATM Bank Mandiri; serta mekanisme pembayaran yang menghubungkan 

pihak-pihak terkait. Sistem penggunaan kartu e-money tapcash pada Bank 

Syariah Mandiri belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Terkait 

penggunaan akad, kartu e-money Bank Syariah Mandiri tidak terdapatnya 

akad yang digunakan karena e-money Bank Syariah Mandiri merupakan 

produk turunan dari Bank Mandiri. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan 

(gharar) dalam kontrak berdasarkan prinsip syariah. Serta dalam aspek 

transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam penggunaan e-money, bank 

tidak memberlakukan pembatasan terhadap jenis barang yang dibeli oleh 
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nasabah dengan pedagang (merchant) apabila nasabah membeli produk atau 

barang yang non-halal menurut hukum Islam. 

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen bagi 

pengguna e-money tapcash Bank Syariah Mandiri yaitu bentuk 

perlindungan hukum bagi konsumen pengguna e-money tapcash belum 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-

MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dalam ketentuan khusus 

tersebut menyatakan bahwa dalam uang elektronik syariah jika terjadinya 

kehilangan kartu, maka saldo yang terdapat dalam kartu tersebut tidak boleh 

hilang. Sedangkan dalam realitanya yang terjadi di lapangan, permasalahan 

kehilangan kartu tersebut tidak dapat diproses sehingga tidak terdapatnya 

perlindungan ketika kartu tersebut hilang. 

B. Saran  

1. Bank Syariah Mandiri sebaiknya meningkatkan Standar Operasional e-

money melalui penggunaan akad syariah sehingga pihak yang terlibat dapat 

mengetahui dengan apakah mekanisme produk ini berjalan. Bank Syariah 

Mandiri sebaiknya melakukan pengawasan dan pembatasan atas transaksi 

yang dilakukan oleh nasabah agar sesuai dengan prinsip syariah. 

2. Bank Syariah Mandiri sebaiknya menerapkan sistem keamanan sebagai 

bentuk perlindungan terhadap kartu e-money sesuai dengan peraturan Fatwa 

DSN-MUI dan sesuai dengan peraturan lain yang berkaitan dengan uang 

elektronik. Sehingga nasabah merasa aman dalam menggunakan kartu e-

money tersebut. Bank diharapkan menerapkan sistem penginputan data 
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identitas calon pemegang kartu e-money sehingga penerbit dapat memiliki 

data dari pemegang kartu dan dapat menyaring data nasabah jika terjadinya 

suatu masalah seperti kehilangan kartu. 
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LAMPIRAN 

Pedoman Wawancara 

A. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Staff Bank Syariah Mandiri 

1. Di bank syariah mandiri ada produk berupa kartu e-money tapcash ya 

pak, dan untuk penggunaan e-money tapcash pada bank syariah 

mandiri itu bagaimana pak? 

2. Jenis-jenis e-money di BSM itu apa saja pak? 

3. Bagaimana sistem pembelian e-money tapcash di BSM ? 

4. Jika tidak adanya input data terlebih dahulu, kalau misalkan terjadinya 

kehilangan kartu dan masih ada saldo dalam kartu tersebut, apakah 

nasabah bisa mengadukan ke pihak bank ?  

B. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pengguna Kartu E-Money TapCash 

1. Sejak kapan ibu menggunakan kartu e-money tapcash ? 

2. Apa keuntungan yang dirasakan oleh ibu dengan adanya kartu e-

money tapcash ? dan bagaimana penggunaannya bu? 

3. Apa kendala dalam pengisian saldo yang dialami selama penggunaan 

e-money tapcash ini? 

4. Apakah ibu pernah mengalami kehilangan kartu? 



Transkip Wawancara 

 

a. Wawancara dengan bapak Ahmad Hafid Bahtiar 

Nama : Ahmad Hafidz Bahtiar  

Tempat, Tanggal Lahir  : Tegal, 07 Maret 1996 

Jabatan  : Staff Operasional 

1) Di bank syariah mandiri ada produk berupa kartu e-money tapcash 

ya pak, dan untuk penggunaan e-money tapcash pada bank syariah 

mandiri itu bagaimana pak? 

“Untuk kartu e-money kalau di BSM kami hanya menjualkan 

produk dari Bank Mandiri, BSM anak perusahaan mandiri, jadi kita 

mempunyai kewajiban untuk menjualkan produk dari bank mandiri. 

Untuk sistem penggunaannya standar ya mba. Untuk pengisian bisa 

melalui mobile banking kita sendiri.” 

2) Jenis-jenis e-money di BSM itu apa saja pak? 

“Yang saya tahu e-money cuma ada satu yaa mba yang tapcash. 

Yang di kita itu sistemnya hanya tapcash mba.” 

3) Bagaimana sistem pembelian e-money tapcash di BSM ? 

“Untuk pembelian, nasabah hanya membeli produk dan dengan 

sistem instan tanpa adanya input data dahulu.” 

4) Jika tidak adanya input data terlebih dahulu, kalau misalkan 

terjadinya kehilangan kartu dan masih ada saldo dalam kartu 

tersebut, apakah nasabah bisa mengadukan ke pihak bank ?  

“Kartu uang elektronik itu kan kartu instan, jadi tidak perlu 

registrasi dan tidak terdapat PIN sehingga jika terjadinya 

kehilangan krtu, maka tidak dapat diproses di BSM, kita juga 

pernah kehilangan kartu e-money, dan setau saya itu tidak dapat 

diproses” 

 



 

b. Wawancara dengan nasabah Pertama 

1) Sejak kapan ibu menggunakan kartu e-money tapcash ? 

“saya memakai e-money dari tahun 2020 mba” 

2) Apa keuntungan yang dirasakan oleh ibu dengan adanya kartu e-

money tapcash ? dan bagaimana penggunaannya bu? 

“Saya merasa mudah dalam melakukan transaksi pembayaran 

apalagi kalau saya bepergian dan lewat jalan tol. Saya hanya 

mengisi saldo kemudian cukup ditempelkan di mesin sensornya dan 

tidak perlu memasukan PIN seperti kartu ATM.” 

3) Apa kendala dalam pengisian saldo yang dialami selama 

penggunaan e-money tapcash ini? 

“untuk pengisian saldo saya merasa mudah karena tempat pengisian 

saldo ini dekat dengan rumah saya” 

4) Apakah ibu pernah mengalami kehilangan kartu? 

“kalau kehilangan kartu saya belum pernah dan semoga saja tidak, 

karena kartu ini kan tidak ada keamanannya, jadi siapapun yang 

menemukan pasti bisa menggunakan kartu ini” 

c. Wawancara dengan nasabah Kedua 

1) Sejak kapan ibu menggunakan kartu e-money tapcash ini? 

“saya lupa sejak tahun berapa, kira-kira tahun 2019 saya sudah 

menggunakan kartu ini karena saya sering bolak balik ke luar kota 

jadi saya pakai kertu tersebut” 

2) Apa keuntungan yang dirasakan oleh ibu dengan adanya kartu e-

money tapcash? Dan bagaimana penggunaannya bu? 

“saya merasa sangat terbantu menggunakan kartu ini, untuk 

penggunaannya juga mudah namun menurut saya beresiko karena 

tidak adanya terdapatnya keamanan mba” 



3) Apa kendala dalam pengisian saldo yang dialami selama 

penggunaan e-money tapcash ini? 

“untuk pengisian saldo saya tidak memiliki kendala, lancar saja” 

 

4) Apakah ibu pernah mengalami kehilangan kartu? 

“saya pernah kehilangan kartu ini, tapi ketika saya mengadu ke 

pihak bank katanya tidak dapat diproses, ya saya ikhlaskan saja” 

d. Wawancara dengan nasabah Ketiga 

1) Sejak kapan ibu menggunakan kartu e-money tapcash ini? 

“saya pakai kartu itu sudah dari 2018 mba” 

2) Apa keuntungan yang dirasakan oleh ibu dengan adanya kartu e-

money tapcash? Dan bagaimana penggunaannya bu? 

“menurut saya penggunaannya sangat mudah dan cepat, bagi saya 

cukup membantu ya dan juga mudah dan cepat untuk bertransaksi” 

3) Apa kendala dalam pengisian saldo yang dialami selama 

penggunaan e-money tapcash ini? 

“saya pribadi merasa agak kesulitan untuk pengisian ulang, karena 

kadang tidak bisa katanya eror jadi saya harus nunggu dulu” 

4) Apakah ibu pernah mengalami kehilangan kartu? 

“Untuk kehilangan kartu saya belum pernah, tetapi menurut saya 

kalau misalkan kehilangan kartu pasti saldonya juga ikut hilang ya 

karena inikan kartu belinya bukan di bank, dan tidak ada registrasi 

dulu seperti kartu ATM, kartu ini juga tidak ada PIN buat 

pengaman. Menurut saya itu sangat merugikan konsumen karena 

pasti kami sebagai konsumen akan kehilangan uang kami di kartu 

itu” 

 



Dokumentasi Wawancara 

 

a. Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ahmad Hafidz Bahtiar pada tanggal 06 

Maret 2021 pukul 10:10 WIB, melalui Video Call WhatsApp. 

 

b. Dokumentasi wawancara dengan Nasabah pertama pada tanggal 08 Maret 2021  

 

c. Dokumentasi wawancara dengan Nasabah kedua pada tanggal 08 Maret 2021  

 

d. Dokumentasi wawancara dengan Nasabah ketiga pada tanggal 08 Maret 2021  
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